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PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Bky.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 10 Juli 1975,

agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  Petani

Sayur,  tempat  kediaman  di  Kabupaten

Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal

ini  menggunakan  domisili  elektronik  dengan

alamat email h-@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK  -,  tempat  dan  tanggal  lahir  Sanggau  Ledo,  14

Oktober  1981,  agama  Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan Pedagang Makanan, tempat kediaman

di  Kabupaten  Bengkayang  Provinsi  Kalimantan

Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Nopember 2024

yang  didaftarkan  melalui  e-court  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Bengkayang  Nomor  136/Pdt.G/2024/PA.Bky.  tanggal  4  Nopember  2024,

mengajukan  permohonan  cerai  talak  terhadap  Termohon  dengan  dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwa,  pada  tanggal  28  Juni  2013,  Pemohon  dengan  Termohon

telah  melangsungkan pernikahan yang tercatat  di  Kantor Urusan Agama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi  Kalimantan

Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 28 Juni 2013;

2. Bahwa,  saat  akad nikah dilangsungkan,  Pemohon berstatus  duda

cerai  mati  dengan tiga anak sedangkan Termohon berstatus janda cerai

hidup dengan dua anak;

3. Bahwa,  setelah  menikah,  Pemohon  dengan  Termohon  tinggal

bersama  di  rumah  orang  tua  Termohon  dengan  alamat  Kabupaten

Bengkayang selama 6 tahun 4 bulan;

4. Bahwa,  selama  menikah  antara Pemohon  dan  Termohon telah

dikaruniai seorang anak, bernama Anak, NIK -, lahir di Sanggau Ledo, 27

Desember 2013, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

1. Bahwa,  pada awalnya  kehidupan  rumah  tangga  Pemohon dan

Termohon rukun dan harmonis, namun sejak  bulan Oktober 2019 rumah

tangga Pemohon dan Termohon bermasalah, sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran  terus  menerus,  disebabkan  Termohon  pada  saat  itu

bertengkar  dengan  tetangga  akibat  listrik  yang  dipakai  bersama  namun

tetangga  Pemohon  dan  Termohon tidak  mau  membayar  tagihan  itu

bersama-sama, kemudian Termohon menyalahkan Pemohon karena tidak

mencukupi perekonomian keluarga untuk memasang listrik sendiri sehingga

Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon;

2. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon terjadi pada akhir Oktober 2019 dikarenakan:

a. Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon dan

pada  saat  Pemohon  hendak  meminta  maaf  atas  perselisihan  yang

terjadi sebagaimana pada posita nomor 5 diatas, Termohon tidak mau

memaafkan dan meminta berpisah kepada Pemohon;

b. Pada akhir  tahun 2019,  Pemohon bekerja  di  Kabupaten Sekadau

dan  kemudian  mendapatkan  informasi  dari  tetangga  di  Desa  Sinar

Tebudak,  Kecamatan  Tujuh  Belas,  Kabupaten  Bengkayang  bahwa

Termohon  sedang  dekat  dengan  Pria  Idaman  Lain  yang  sering

dipanggil “PIL”;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Bky.
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3. Bahwa,  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  di  atas,

Pemohon  pergi  dari  rumah pada akhir  Oktober  2019 dan sejak saat  itu

Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Saat ini Pemohon tinggal

di  rumah  anak  Pemohon  yang  bernama  -  di  Kabupaten  Bengkayang,

Provinsi  Kalimantan  Barat,  sedangkan  Termohon tetap tinggal  di  rumah

orang tua Termohon di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat

sampai dengan sekarang, dan telah berlangsung selama 5 tahun;

4. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut,  antara Pemohon

dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul bersama, tidak pernah saling

mengunjungi, dan berkomunikasi;

5. Bahwa,  masalah  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  tidak

pernah  diupayakan  penyelesaiannya  secara  damai  melalui  kedua  belah

pihak keluarga;

6. Bahwa,  Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon

sudah  tidak  dapat  dipertahankan  lagi  dan  memilih  untuk  bercerai  dari

Termohon;

7. Bahwa,  dengan  demikian  alasan-alasan/dalil-dalil  gugatan

perceraian  yang  diajukan  oleh  Penggugat  telah  memenuhi  salah  satu

alasan diketentuan pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa,  Penggugat  sanggup  untuk  membayar  seluruh  biaya yang

timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  Pemohon  mohon  kepada  Ketua

Pengadilan  Agama  Bengkayang  c.q  Hakim  Tunggal  yang  memeriksa  dan

mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;  

2. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (Pemohon)  untuk  menjatuhkan

talak satu raj'i  terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan

Agama Bengkayang;  

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  ketentuan  hukum

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Bky.
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yang berlaku;

Subsider :

Atau  apabila  Majelis  Hakim/Hakim  Tunggal  berpendapat  lain,  mohon

putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Pemohon  in  person  datang  menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan

Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain

untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut

surat  panggilan (relaas)  Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Bky tanggal  5 Nopember

2024 yang dibacakan dimuka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi

dan patut  melalui Surat Tercatat dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu

disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa  Pemohon  mengajukan  permohonan  a  quo secara  elektronik

melalui aplikasi e-Court;

Bahwa  setelah  Pemohon  menyerahkan  asli  surat  permohonan,

kemudian  Hakim memeriksa  identitas  Pemohon dan  Termohon,  yang  mana

terkait identitas tersebut Pemohon menyatakan telah sesuai sebagaimana yang

tertulis pada surat permohonan;

Bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan

cara menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon,

tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil  permohonannya untuk bercerai dengan

Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon

yang  maksud  dan  tujuannya  tetap  dipertahankan  oleh  Pemohon dengan

tambahan keterangan selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, oleh karena  Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah

hadir  di  persidangan,  maka  jawaban  Termohon atas  permohonan  Pemohon

tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Bky.
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Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 28

Juni  2013  yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan

Agama  Kecamatan  Sanggau  Ledo,  Kabupaten  Bengkayang,  Provinsi

Kalimantan  Barat,  alat  bukti  surat  tersebut  bermeterai  cukup,  telah  di-

nazagelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda

(bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi

bernama:

1. Saksi Pertama, NIK -,  tempat tanggal lahir  Setia Bangun, 10 Agustus

1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten

Bengkayang,  dihadapan  persidangan  saksi  mengaku  sebagai  Tetangga

Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon; 

 Bahwa Pemohon dan Termohon suami istrri menikah pada bulan

Juni 2013; 

 Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama

di  rumah  orang  tua  Termohon  di  Kabupaten  Bengkayang sampai

berpisah;

 Bahwa  perkawinan  Pemohon  dan  Termohon  telah  dikaruniai

seorang anak, bernama Anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama

Termohon;

 Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan

harmonis, namun sekira bulan Oktober tahun 2019, saksi mengetahui

rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan

harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

 Bahwa  penyebabnya  setahu  saksi  dari  cerita  para  tetanggga

karena  Pemohon  ribut  dengan  tetangga  Pemohon  akibat  tidak  mau

membayar  tagihan  listrik  yang  dipakai  bersama-sama,  kemudian

Termohon  menyalahkan  Pemohon  karena  tidak  mencukupi

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Bky.
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perekonomian  keluarga  untuk  memasang  listrik  sendiri  sehingga

Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon;

 Bahwa  saksi  tidak  melihat  maupun  mendengar  langsung

pertengkaran  Pemohon  dan  Termohon  saksi  hanya  mengetahui

Pemohon diusir oleh Termohon;

 Bahwa  sejak  kejadian  tersebut  Pemohon  dan  Termohon  pisah

tempat  tinggal,  lalu  beberapa  bulan  setelah  kejadian  diketahui

Termohon telah menikah lagi  dengan pria  idaman lain  bernama PIL,

sampai  sekarang  Pemohon  dan  Termohon  sudah  berpisah  tempat

tinggal lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya, sekarang Pemohon tinggal

di  rumah  anak  bawaan  Pemohon  sedangkan  Termohon  tinggal  di

rumah orang tua Termohon;

 Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, antara Pemohon

dan  Termohon  tidak  saling  mengunjungi,  dan  tidak  ada  itikad  untuk

rukun kembali;

 Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan

kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;

 Bahwa  saksi  sudah  menasihati  Pemohon  agar  rukun  kembali

dengan Termohon namun karena  diketahui  Termohon  telah  menikah

lagi  dengan  pria  idaman  lain,  Pemohon  tetap  ingin  menceraikan

Termohon;

2. Saksi Kedua, NIK -, tempat tanggal lahir, Kediri 3 Oktober 1978, agama

Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  Petani  Sayur,  alamat  Kabupaten

Bengkayang,  dihadapan  persidangan  saksi  mengaku  sebagai  tetangga

Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai beriku:

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

 Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juni tahun

2013 yang lalu;

 Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir

tinggal bersama di rumah orang tua Termohon  selama lebih kurang 6

tahun sampai berpisah;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Bky.
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 Bahwa  perkawinan  Pemohon  dan  Termohon  telah  dikaruniai

seorang anak, bernama Anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama

Termohon; 

 Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan

harmonis,  namun  kemudian  sekira  5  (lima)  tahun  yang  lalu  antara

Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

 Bahwa sebab Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita para

tetangga karena Pemohon ribut dengan tetangga Pemohon akibat tidak

mau membayar listrik bersama karena antara Pemohon dan Tetangga

Pemohon  tersebut  menggunakan  satu  meteran  listrik  bersama

kemudian Termohon marah lalu mengusir Pemohon;

 Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung perselisihan

dan  pertengkaran  tersebut  saksi  hanya  mengetahui  Pemohon  diusir

oleh Termohon;

 Bahwa saksi  mengetahui  setelah Pemohon pergi  meninggalkan

Termohon,  beberapa  bulan  kemudian  Termohon  diketahui  telah

menikah lagi dengan pria idaman lain bernama PIL;

 Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, antara Pemohon

dan  Termohon  tidak  saling  mengunjungi,  dan  tidak  saling  terjalin

komunikasi dengan baik;

 Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan

kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri; 

 Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah mendamaikan Pemohon

dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa  dalam  persidangan  hakim  secara  ex  officio menghukum

Pemohon untuk memberikan Nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama Anak,

lahir  di  Sanggau  Ledo  tanggal  27  Desember  2013  minimal  sejumlah

Rp500.000,00  (lima  ratus  ribu  rupiah)  untuk  setiap  bulannya  di  luar  biaya

Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tumbuh dewasa kira-kira sampai umur

21  (dua  puluh  satu)  tahun  dengan  kenaikan  setiap  tahunnya  sekitar  10%

(sepuluh persen);
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Bahwa  Pemohon  menyatakan  tidak  akan  mengajukan  sesuatu

tanggapan  maupun  bukti-bukti  lagi,  dan  menyampaikan  kesimpulan  secara

lisan  yang  pada  pokoknya  menyatakan  tetap  pada  permohonannya  ingin

bercerai  dengan  Termohon  dan  memohon  agar  Hakim  untuk  menjatuhkan

putusan;

Bahwa untuk  mempersingkat  uraian putusan ini,  segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  merujuk  ketentuan  Peraturan  Mahkmah  Agung

Republik Indonesia Nomor  7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas  Peraturan

Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi

Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Elektronik,  serta  aturan

turunannya  yakni  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia

Nomor  363/KMA/SK/XII/2022  Tanggal  20  Desember  2022  tentang  Petunjuk

Teknis Admintrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata

Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pengajuan/pendaftaran

perkara  a quo oleh  Pemohon  dan panggilan sidang kepada  Pemohon secara

elektronik tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang,  bahwa merujuk Pasal  20 (1)  Peraturan Mahkmah Agung

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas  Peraturan

Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi

Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Elektronik,  persidangan

perkara a quo harus dinyatakan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa secara elektronik,

maka  acara  persidangan  selanjutnya  berupa  pembacaan  putusan  akan

dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan

jadwal  yang  telah  ditetapkan,  sebagaimana  maksud  Pasal  21  Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
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Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon

datang  menghadap  ke  muka  sidang,  sedangkan  Termohon  meskipun  telah

dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan

tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  datang  menghadap  sebagai  wakil/kuasa

hukumnya serta  tidak ternyata  bahwa tidak datangnya itu  disebabkan suatu

halangan  yang  sah,  oleh  karena  itu  pemohonan  tersebut  diperiksa  tanpa

hadirnya Termohon;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg,

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Termohon  dapat  dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang,  bahwa  Hakim  dalam  setiap  persidangan  telah  berusaha

mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina

rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1

R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan  Agama  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun

usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  tidak  dapat  dimediasi  sebagaimana

dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon

tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatan tidak berhasil, maka

pemeriksaan  perkara  ini  dilanjutkan  dengan  pembacaan  surat  permohonan

Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80

ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai

permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di  atas, terlebih dahulu Hakim

mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai

dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian; 
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Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan

yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama  Kecamatan  Sanggau  Ledo,  Kabupaten  Bengkayang,  Provinsi

Kalimantan Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 28 Juni 2013,

oleh karena itu  Pemohon memiliki  kedudukan hukum/legal  standing sebagai

pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in yudicio)

untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo.  Pasal  73  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa Termohon yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak

pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu  disebabkan sesuatu halangan yang sah

serta  permohonan  Pemohon tersebut  tidak  melawan hukum dan  beralasan,

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat

(1)  R.Bg.  jo  Pasal  138  Kompilasi  Hukum Islam,  maka perkara  ini  diperiksa

tanpa hadirnya Termohon  (Verstek) yang sesuai  dengan Kaidah Ushul  Fikih

yang kemudian diadopsi menjadi pendapat Hakim “Barangsiapa yang dipanggil

oleh  hakim  Islam  di  dalam  persidangan  sedangkan  orang  tersebut  tidak

memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya.

(Ahkamul Qur’an II: 405)”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat

dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  dalam  pokok  permohonan  Pemohon,  Pemohon

menyatakan  bermaksud  bercerai  dengan  Termohon  dengan  dalil  bahwa

kehidupan rumah tangganya sejak bulan Oktober tahun 2019 antara Pemohon

dan  Termohon  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran yang  terus-menerus

disebabkan Pemohon ribut dengan tetangga Pemohon akibat tidak mau bayar

listrik bersama, lalu Termohon marah dan menyalahkan Pemohon karena tidak
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mampu mencukupi perekonomian keluarga, akibat keributan dan pertengkaran

tersebut lalu Pemohon diusir oleh Termohon, setelah beberapa bulan berpisah

tempat tinggal Termohon menikah lagi dengan pria idaman lain bernama PIL.

Hingga  sekarang  Pemohon  dan  Termohon  berpisah  tempat  tinggal  sudah

berjalan lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya. Oleh karena itu, Pemohon mohon

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Bengkayang  Cq.  Hakim  Tunggal  yang

memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  untuk  memberi  ijin  kepada  Pemohon

untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj’i terhadap  Termohon  di  hadapan  sidang

Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, tidak ada

jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang

dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan

hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim patut membebani Pemohon untuk

membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian

(lex  spesialis),  maka  Hakim  masih  tetap  membebankan  wajib  bukti  kepada

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan  Pasal 283  R.Bg jo.  Pasal 1685 KUH

Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya  telah

mengajukan bukti surat bertanda P serta saksi-saksi yaitu 2 (dua) orang saksi

yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi

tanda P merupakan akta otentik  (vide pasal  285 R.Bg.  jo.  pasal  1868-1870

KUHPerdata) berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen

dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti

surat  P  telah  memenuhi  syarat  formil  alat  bukti  surat,  karena  telah  sesuai

dengan  ketentuan  Pasal  301  ayat  (2)  R.Bg  jo.  Pasal  1888  Kitab  Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-

undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai
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alat  bukti  surat  tersebut  telah  memenuhi  persyaratan  formil,  maka  harus

dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan

mengikat  (bindende),  sehingga  harus  dinyatakan  dapat  diterima  untuk

dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  secara  materiil  Hakim  akan  memberikan

pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P terbukti bahwa Pemohon

dan Termohon merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal 28 Juni

2013;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2

(dua)  orang  saksi  yang  masing-masing  bernama  Saksi  Pertama dan  Saksi

Kedua;

Menimbang, bahwa sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi

keterangan di  depan sidang dan disumpah untuk menjadi  saksi,  serta  tidak

bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal  172 Rbg.,

Junctis Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-

saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa

yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, dan masing-masing

keterangan  kedua  orang  saksi  di  atas  saling  bersesuaian,  para  saksi  telah

memberikan  keterangannya  sebagaimana  tersebut  dalam  duduk  perkara  di

muka, ringkasnya para saksi menerangkan:

----------------------------------------------------------------------------------------------------B

ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada bulan Juni

2013;

----------------------------------------------------------------------------------------------------B

ahwa  dari  perkawinan  Pemohon dan  Termohon  telah  dikaruniai  seorang

anak, bernama Anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

----------------------------------------------------------------------------------------------------B

ahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  rukun  dan
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harmonis  sejak bulan Oktober  2019 dimana Pemohon pergi meninggalkan

rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;

----------------------------------------------------------------------------------------------------B

ahwa  setelah  beberapa  bulan  Pemohon  dan  Termohon  berpisah  tempat

tingggal,  diketahui  Termohon telah menikah lagi  dengan pria idaman lain

bernama PIL;

----------------------------------------------------------------------------------------------------B

ahwa  selama  pisah  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  menjalankan

kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;

- Bahwa Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon meskipun

Pemohon sudah diupayakan dinasihati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Hakim

berpendapat  para  saksi  hanya  dapat  menjelaskan  akibat  hukum  (Rechts

Gevolg)  dari  ketidakrukunan dalam rumah tangga  Pemohon dan  Termohon,

yakni adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan

Oktober tahun 2019 dan tidak pernah bersatu lagi dan setelah pisah diketahui

Termohon telah menikah lagi dengan pria idaman lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299

K/AG/2003,  tanggal  8  Juni  2005,  keterangan   saksi   dalam   sengketa

perceraian yang  hanya menerangkan  suatu  akibat  hukum (Rechts Gevolg)

mempunyai  kekuatan hukum  sebagai dalil  pembuktian, karenanya keterangan

para saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  sehubungan  alat  bukti  saksi  telah  memenuhi

ketentuan  syarat  formil  dan  materil,  maka  nilai  kekuatan  pembuktian  yang

terkandung di  dalamnya bersifat  bebas (vrij  bewijs kracht).  Oleh karena itu,

berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. Hakim menilai alat bukti saksi

Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti  yang sah dalam perkara ini,  dan

nilai  kebenaran  yang  terkandung  dalam  keterangan  para  saksi  telah

menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang,  bahwa  terhadap  segala  keterangan  para  saksi  yang

diperoleh  secara  tidak  langsung,  maka  keterangan  tersebut  patut  untuk

dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materil;
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Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa  setelah  mengkonstatir  dalil  permohonan

berdasarkan alat bukti di persidangan, maka berdasarkan alat-alat bukti yang

telah diterima sebagai  alat  bukti  yang sah Hakim telah dapat  mengkualifisir

fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pengadilan Agama Bengkayang berwenang menerima dan

mengadili  perkara  a  quo baik  secara  absolut  (absolute  competence)

maupun relatif (relative competence);

- Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk

menjadi pihak dalam perkara ini; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang

sah sejak tanggal 28 Juni 2013;

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon

rukun,  namun  setidak-tidaknya  sejak  bulan  Oktober  tahun  2019 hingga

sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi  berjalan baik

karena  selama itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat

tinggal dan tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa setelah berpisah tempat tingggal, diketahui Termohon telah

menikah lagi dengan pria idaman lain bernama PIL;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal keduanya tidak ada komunikasi

yang  baik  sehingga  keduanya  tidak  melaksanakan  kewajiban  dan  tidak

memenuhi hak masing-masing sebagai pasangan suami isteri;

-Bahwa dalam sidang Hakim telah menasehati dan menganjurkan Pemohon

agar  kembali  rukun  dengan  Termohon,  tetapi  Pemohon  kukuh  pada

pendirian ingin menceraikan Termohon;

- Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon tetap

ingin ingin menceraikan Termohon;

Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa prinsip  dasar  perkawinan atau pernikahan adalah

akad yang sangat kuat atau  mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah

dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah

dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari
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suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab

masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang,  bahwa barometer  kerukunan  dalam suatu  rumah tangga

dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri.

Kelekatan  dimaksud  sebagaimana  digambarkan  dalam  Al-Quran  Surat  Al

Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

ّ     ج .... لباسلهن وانتم لكم لباس ...قليهنّ

Artinya: "mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian

bagi mereka”

Dari  ayat  di  atas dapat  dipahami  bahwa apabila  masing-masing pihak telah

sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah

pakaian  pelindung  di  antara  mereka,  maka  kewajiban  dan  tanggung  jawab

moral  akan  terpikul  kepada  masing-masing  untuk  menjaga  dan  memelihara

keutuhan  pakaian  tersebut  agar  tidak  luntur,  lapuk  atau  tanggal  dari  badan

mereka.  Sebaliknya  apabila  masing-masing  pihak  sudah  menanggalkan

pakaiannya, maka keadaan rumah tangga tersebut bagaikan badan yang tidak

berbaju,  mudah terserang ‘penyakit’ karena tidak  ada pelindung yang dapat

menghadang virus-virus pengrusak keutuhan rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  untuk  mewujudkan  kelekatan  sebagaimana

dimaksud  dalam  ayat  al-Quran  di  atas,  diperlukan  adanya  unsur  saling

mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang

mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri. Akan tetapi,

apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya,

serta  terputusnya  ikatan  jiwa  di  antara  mereka,  maka  cita  ideal  bagi  suatu

kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  teruangkap,  telah

nampak secara nyata bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan

Termohon telah jauh dari barometer kerukunan sebagaimana terurai di atas, hal

ini dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

- Adanya  pisah  tempat  tinggal  (scheiding  van  tafel  end  bed)  sejak

bulan Oktober tahun 2019 hingga sekarang;

- Termohon telah menikah lagi dengan pria idaman lain;
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- Tidak  adanya  komunikasi  yang  baik  di  antara  Pemohon  dan

Termohon,  bahkan  masing-masing  pihak  sudah  tidak  melaksanakan

kewajiban sebagai pasangan suami isteri; dan

-----------------------------------------Adanya upaya damai yang tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  terhadap  fakta  adanya  pisah  tempat  tinggal

(scheiding van tafel end bed) antara Pemohon dengan Termohon, maka sesuai

dengan  Putusan  Mahkamah  Agung  RI.  Nomor 379  K/AG/1995,  tanggal  26

Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan

untuk dapat hidup rukun kembali,  rumah tangga tersebut telah terbukti  retak

dan pecah serta  telah  memenuhi  alasan cerai  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang,  bahwa  dengan  memerhatikan  keadaan  rumah  tangga

Pemohon  dan  Termohon  yang  sedemikian  rupa,  maka  tujuan  perkawinan

sebagaimana  yang  digariskan  dalam Al-Qur’an  surat  Ar-Ruum ayat  21  dan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum

Islam,  yaitu  membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia,  kekal,  sakinah,

mawaddah dan  rahmah,  tidaklah  dapat  diwujudkan  dalam  rumah  tangga

Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu,  Hakim berpendapat  apabila rumah

tangga  yang  seperti  itu  tetap  dipertahankan,  patut  diduga dalam kehidupan

rumah  tangga  mereka  akan  lebih  mendatangkan  keburukan  (mafsadat)

daripada kebaikan (maslahat), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang

berkepanjangan  bagi  kedua  belah  pihak,  maka  dalam  rangka  menghindari

timbulnya  penderitaan  tersebut,  menolak  keburukan  itu  harus  didahulukan

daripada  mengharap  kebaikan.  Hal  ini  sejalan  dengan  salah  satu  kaidah

fiqhiyyah yang tercantum dalam  Kitab al-Asbah wa an-Nazhair,  yang diambil

alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan:

المصالح      جلب من أولى المفاسد درء

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan  demikian,  Hakim  memandang  jalan  terbaik  bagi  Pemohon  dan

Termohon agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227,

yang berbunyi;
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. عليم        سميع الله فانّ الطلق عزموا ان و

Artinya:  Dan  jika  mereka  berazam  (bertetap  hati)  untuk  talak,  maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pada  pertimbangan-pertimbangan

tersebut,  Hakim  berkesimpulan  dan  berkeyakinan  bahwa  rumah  tangga

Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin lagi

didamaikan, karena itu dalil  permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk

melakukan  perceraian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  39  ayat  (2)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  Junctis Pasal  19  huruf  (b)  dan  (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf  (b) dan  (f)

Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  sesuai  dengan  Pasal  70  ayat  (1)  Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  yang  mana  ketentuan  tersebut  tidak  diubah

dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,  permohonan Pemohon patut

untuk dikabulkan dengan memberi  izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan

talak  satu  raj’i  terhadap  Termohon  di  depan  sidang Pengadilan  Agama

Bengkayang;

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan

keadilan  kepada anak Pemohon dan Termohon yang menurut  hukum harus

dilindungi, maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Nomor  4  Tahun  2016  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagi  Pengadilan  dalam rumusan hukum kamar  Agama angka 5  Pengadilan

Agama  secara  ex  officio  dapat  menetapkan  nafkah  anak  kepada  ayahnya

apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana

hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  ayah  adalah  pihak  yang  ditetapkan  oleh  hukum

sebagai  penanggung  jawab  nafkah  anak,  yang  tidak  hapus  karena  adanya

perceraian.  Norma hukum tersebut  secara  tegas  tertuang  dalam ketentuan-

ketentuan sebagai berikut:
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1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2) masing-

masing ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-

anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud

dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri

sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua

orang tua putus;

2.

Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  156  huruf  d  dan  f  Akibat  putusnya

perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah

anak  menjadi  tanggungan  ayah  menurut  kemampuannya,  sekurang-

kurangnya  sampai  anak  tersebut  dewasa  dan  dapat  mengurus  dirinya

sendiri  (21  tahun);  (f)  Pengadilan  dapat  pula  dengan  mengingat

kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan

pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang,  bahwa  dipersidangan  Pemohon  bersedia  memberikan

Nafkah  untuk  1  (satu)  orang  anak  bernama  Anak,  lahir  di  Sanggau  Ledo

tanggal  27 Desember 2013  minimal  sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu

rupiah)  untuk  setiap  bulannya,  maka  hakim  menghukum  Pemohon  untuk

memberikan  nafkah  anak  minimal  sejumlah  Rp500.000,00  (lima  ratus  ribu

rupiah) untuk setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai

anak tumbuh dewasa kira-kira sampai umur 21 (dua puluh satu) tahun dengan

kenaikan setiap tahunnya sekitar 10% (sepuluh persen);

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan,  maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini  dibebankan kepada

Pemohon;

Mengingat,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
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Amar Putusan

MENGADILI: 

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

datang menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek; 

3. Memberi  izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i  terhadap  Termohon (Termohon)  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama

Bengkayang;

4. Menghukum Pemohon untuk  memberikan  nafkah kepada anak Pemohon

dan Termohon bernama Anak, lahir di Sanggau Ledo tanggal 27 Desember

2013 minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap

bulannya  di  luar  biaya  pendidikan  dan  kesehatan  sampai  anak  tersebut

mandiri  atau berusia 21 (dua puluh satu)  tahun dengan kenaikan setiap

tahunnya sekitar 10% (sepuluh persen);

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah); 

Penutup

Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  oleh  Hakim  Pengadilan  Agama

Bengkayang pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2024 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh Saya Sobari, S.H.I. sebagai

Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang

terbuka  dan  disampaikan  kepada  para  pihak  melalui  Sistem  Informasi

Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi

oleh Akmal, S.Ag. sebagai Panitera  serta dihadiri Pemohon  secara elektronik

tanpa hadirnya Termohon.

                         Hakim Tunggal,

Sobari, S.H.I.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Akmal, S.Ag.

Perincian biaya perkara: 

1 PNBP
- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Panggilan Pertama Pemohon : Rp 10.000,00

- Panggilan Pertama Termohon : Rp 10.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Pemberitahuan isi Putusan : Rp 10.000,00

2 Biaya Proses/ATK : Rp 75.000,00
3 Panggilan : Rp 14.000,00
4 Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 169.000,00
(Seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20


